
 

 
 

 
 
 

BUPATI PURWAKARTA 
PROVINSI JAWA BARAT 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 
 

NOMOR 4 TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2008 

TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PURWAKARTA, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 
daerah, Kepala Daerah perlu dibantu oleh perangkat 
daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan 
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 
Daerah; 

  b. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum 
Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta sebagai 
Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B berdasarkan 
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/1/2388/ 
2014 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum 
Daerah Bayu Asih Sebagai RSUD Kelas B, maka perlu 
dilakukan penyesuaian struktur organisasi Rumah Sakit 
Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu mengubah 
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis 
Daerah; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 



 

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4674); 

  7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

  9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

  10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650); 



 

  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

  13. Peraturan  Pemerintah  Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan 
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 
tentang Perubahan Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor 
100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri 
Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002  Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

  15. Peraturan  Pemerintah  Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

  16. Peraturan  Pemerintah  Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    
Nomor 4890); 

  17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 



 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 
2004 Nomor 3); 

  21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 
Nomor 7); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 
 

dan 
 

BUPATI PURWAKARTA 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN 
LEMBAGA TEKNIS DAERAH 

 
 

Pasal  I 
 

Ketentuan Pasal 12 dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purwakarta Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 
Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 8) diubah, 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 12 

 
(1) Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih mempunyai 

tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan paripurna 
secara berdaya guna dengan mengutamakan upaya 
penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara 
serasi, terpadu dengan upaya pencegahan dan 
pelaksanaan rujukan serta tugas pembantuan yang 
ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. 

 



 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih 
menyelenggarakan fungsi : 

 
a. menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan 

pemulihan kesehatan sesuai dengan standar 
pelayanan rumah sakit; 

b. memelihara dan meningkatkan kesehatan 
perorangan melalui pelayanan kesehatan yang 
paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai 
kebutuhan medis; 

c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber 
daya manusia dalam rangka peningkatan 
kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; 

d. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan 
serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam 
rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan 
memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang 
kesehatan; 

e. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum 
dan administrasi keuangan rumah sakit; 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 

(3) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Bayu 
Asih, terdiri dari : 

a. Direktur; 

b. Wakil Direktur Pelayanan, yang membawahkan : 

1. Bidang Pelayanan Medik; 

2. Bidang Keperawatan; dan 

3. Bidang Penunjang. 

c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, yang 
membawahkan : 

1. Bagian Perencanaan dan Pelaporan, yang 
membawahkan : 

a) Sub Bagian Perencanaan; dan 

b) Sub Bagian Informasi, Evaluasi dan 
Pelaporan. 

2. Bagian Keuangan dan Akuntansi, yang 
membawahkan : 

a) Sub Bagian Keuangan; dan 

b) Sub Bagian Akuntansi. 

3. Bagian Umum dan Hukum, yang membawahkan : 

a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 



 

b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; 

c) Sub Bagian Hukum dan Humas; 

 

d. Satuan Pemeriksa Internal (SPI); 

e. Komite; 

f. Instalasi; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 

(4) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah 
Bayu Asih tercantum dalam Lampiran dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta. 
 
 

Ditetapkan di Purwakarta 
pada tanggal 1 Maret 2016 
 

  BUPATI PURWAKARTA, 
 
 

Ttd. 
 

DEDI MULYADI 
 
 
Diundangkan di Purwakarta 
pada tanggal 1 Maret 2016   
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURWAKARTA, 

 
 

Ttd. 
 

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si. 
 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 4 
 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 
PROVINSI JAWA BARAT : (4/40/2016) 


